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ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY” menganalisis dan mengevaluasi
mengenai  pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY, kendala-kendala pelaksanaan fungsi
rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan
publik di DIY, dan upaya mengatasi kendala-kendala pelaksanaan fungsi rekomendasi
Ombudsman Perwakilan DIY dalam melaksanakan pengawasan pelayanan publik di DIY.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang menggunakan kajian dan analisis dari peraturan perundang-
undangan mengenai pelaksanaan fungsi rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY dalam
pengawasan pelayanan publik. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang
terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan
pendekatan Politik Hukum dengan berlandaskan Teori Pengawasan dan Teori Pelayanan
Publik. Kemudian, analisis data menggunakan analisis bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder serta dengan proses berpikir deduktif. Hasil penelitian adalah bahwa
Ombudsman Perwakilan DIY merupakan lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap
aparatur pemerintah guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan
layak. Pengawasan oleh Ombudsman mendorong terwujudnya pemerintah yang baik dan
beribawa sehingga mencegah dan menghindari pemerintah dari tindakan-tindakan
maladministrasi dan praktek-praktek KKN. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY
sebagai saran atau nasihat yang diberikan kepada pejabat publik yang melakukan tindakan
sewenang-wenang terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Rekomendasi Ombudsman Perwakilan DIY tidak mempunyai kekuatan hukum
yang memaksa sehingga penindaklanjutannya tergantung pada pendekatan moral atau
mengedepankan upaya persuasif.

Kata kunci: Fungsi rekomendasi Ombudsman, Ombudsman Perwakilan DIY, dan
pengawasan pelayanan publik.



ABSTRACT

This thesis is entitled “The Implementation of Ombudsman reccomendation
function of DIY Representation in Implementing Public Service in DIY.” It
analyzes and evaluates the implementation of Ombudsman reccomendation
function of DIY representation in implementing public service in DIY, obstacles
of Ombudsman reccomendation function of DIY Representation in Implementing
Public Service in DIY and the effort to solve the obstacles. This is normative law
research, which is a research that uses review and analysis of regulation rules on
the implementation of Ombudsman reccomendation function of DIY
representation in implementing public service. Normative law research uses
seconday data consiting primary and secondary law material. This research
utilizes Law Politic approach based on Public Monitoring and Service Theory.
Then, it is analyzed using primary and secondary law material with deductive
thinking process. The research result indicates that Ombudsman of DIY
representation is an institution which implements monitoring towards government
apparatus to manifest good and appropriate service implementation. Monitoring
conducted Ombudsman encourages the execution of good and commanding
government so that it prevents and avoids the government from maladministration
and KKN practice. Reccomendation for DIY Representation Ombudsman as the
suggestion or advice given to public officers who commits arbitrary actions
towards the implementation of public service in Yogyakarta Special Region.
Reccomendation of DIY Representation Ombudsman does not have forcing law
power so that the follow up depends on moral approach or emphazises on
persuasive efforts.

Keywords: Ombudsman reccomendation Function, DIY Representation
Ombudsman, and Public service monitoring
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